
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah yaitu awal 

keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik etnis di Kosovo, rumusan masalah, 

kerangka pemikiran yang digunakan dalam meneliti karya tulis ini, hipotesa 

sementara, serta sistematika penulisan yang akan dijabarkan dari BAB I hingga 

BAB V. 

Latar Belakang Masalah 

 

Amerika Serikat merupakan negara adidaya yang memiliki kekuatan yang 

sangat diperhitungkan dalam dunia internasional. Karena kekuatan yang 

dimilikinya, tak jarang Amerika Serikat sering ikut campur dalam urusan Negara - 

negara yang sebenarnya bukan termasuk wilayah teritorialnya. Berbagai alasan 

seperti intervensi kemanusiaan sering digunakan dalam melakukan kegiatannya. 

Intervensi kemanusiaan adalah upaya untuk mencegah atau menghentikan 

pelanggaran hak asasi manusia dengan kekuatan militer di suatu negara, baik 

dengan atau tanpa persetujuan negara itu (negara mengalami internal konflik)1. 

Doug Bandow mengatakan intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada 

konflik etnis Kosovo dapat dikatakan sebagai intervensi kemanusiaan karena 

                                                             
1 http://hankam.kompasiana.com/2010/10/25/tantangan-dan-prospek-intervensi-
kemanusiaan-saat-ini/. Diakses pada 4 Desember 2016 

http://hankam.kompasiana.com/2010/10/25/tantangan-dan-prospek-intervensi-kemanusiaan-saat-ini/
http://hankam.kompasiana.com/2010/10/25/tantangan-dan-prospek-intervensi-kemanusiaan-saat-ini/


bertujuan untuk mengupayakan perdamaian dan menegakkan hak asasi etnis 

Albania yang tertindas2. 

Intervensi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Serbia untuk menerima 

status otonomi khusus Kosovo didasarkan atas alasan kemanusiaan dan memiliki 

tujuan untuk mengurangi pelanggaran hak asasi manusia dalam satu Negara yaitu 

dalam hal ini Kosovo yang mendapat diskriminasi dari Serbia, ini adalah beberapa 

contoh dari kebijakan intervensi Amerika Serikat di kawasan Eropa Timur. 

Hubungan antara Amerika Serikat dengan negara federasi terdahulunya yaitu 

Yugoslavia hanya sebatas menjalin kawat diplomatik namun belum terdapat 

kerjasama yang komprehensif antar kedua negara tersebut, karena negara federal 

Yugoslavia dibawah Josip Broz Tito pada saat itu merupakan negara republik 

federal Sosialis yang dekat dengan Uni Soviet dengan basis ajaran ideologi yang 

sama dan kedekatan faktor sesama ras bangsa Slavia. Namun sikap Amerika 

Serikat terhadap negara eks Yugoslavia berubah ketika terjadi konflik etnis di 

Kosovo, terlihat bahwa Amerika Serikat melakukan intervensi pada konflik 

Kosovo untuk menegakkan hak asasi warga negara Kosovo pada saat itu. Dalam 

kasus intervensi kemanusiaan pada konflik etnis Kosovo, Amerika Serikat ikut 

mengambil peran sebagai negara yang mendukung kemerdekaan Kosovo. Selain 

itu tidak hanya Amerika Serikat yang menjadi negara yang mendukung 

kemerdekaan Kosovo melainkan negara Eropa yang tergabung dalam NATO juga 

mendukung terwujudnya kemerdekaan Kosovo. 

                                                             
2 https://www.cato.org/publications/congressional-testimony/us-role-kosovo. Diakses 
pada 6 Desember 2016 
Doug Bandow as International Relations Committee United States House of Representatives. 

https://www.cato.org/publications/congressional-testimony/us-role-kosovo


Runtuhnya federasi komunis Yugoslavia yang diawali dengan runtuhnya 

rezim Josip Broz Tito menyebabkan negara federasi ini terpecah ke dalam enam 

bagian negara yang didominasi oleh Serbia setelah Slovenia, Kroasia, Makadonia, 

Bosnia Herzegovina, Montenegro dan dua provinsi otonomi yaitu Kosovo dan 

Vojvodina. Meskipun negara federasi Yugoslavia telah terpecah ke dalam enam 

bagian, namun tidak meruntuhkan naluri kekerasan dan otoriter dari pemerintahan 

terdahulunya. Hal ini terlihat pada negara terbesarnya yaitu Serbia dengan 

kebijakan kebijakan pemerintahannya yang ditujukan kepada provinsi Kosovo3. 

Kosovo seringkali tidak mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah Serbia 

karena dianggap sebagai minoritas di negara Serbia. Hal inilah yang memicu 

Kosovo untuk memisahkan diri dari negara Serbia dan membentuk negara baru.  

Dalam intervensi Amerika Serikat ke Kosovo pada tahun 1999, Amerika 

Serikat sebelumnya telah mengupayakan perdamaian yang dibawa oleh duta 

perdamaian Amerika Serikat Richard Holbrooke yang membujuk Presiden 

Yugoslavia untuk mendamaikan etnis Albania dengan memberikan otonomi 

khusus bagi Kosovo dan penempatan pasukan penjaga perdamaian4. Sebelumnya 

NATO juga sudah memberikan ultimatum kepada Milosevic untuk segera 

menyelesaikan konflik di Kosovo namun Milosevic tetap tidak menyetujuinya5.  

Konflik Serbia - Kosovo muncul pada tahun 1981 ketika Kosovo masih 

bergabung dalam republik Serbia, yaitu salah satu republik yang berada di 

                                                             
3 Nowan Chomsky, The New Military Humanism: Lessons From Kosovo, Pluto Press, London, 
1999 
4 http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/Kosovo/interviews/holbrooke.html. 
Diakses pada 6 Desember 2016 
5 http://www2.needham.k12.ma.us/nhs/cur/Baker_00/03-04/baker%20-%20p1%20-
%20yao/us-Kosovo.html. Diakses pada 6 Desember 2016 

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/kosovo/interviews/holbrooke.html
http://www2.needham.k12.ma.us/nhs/cur/Baker_00/03-04/baker%20-%20p1%20-%20yao/us-kosovo.html
http://www2.needham.k12.ma.us/nhs/cur/Baker_00/03-04/baker%20-%20p1%20-%20yao/us-kosovo.html


wilayah Negara Socialist Federal Republik of Yugoslavia6. Kosovo sempat 

bersitegang dengan Serbia yang ketika itu masih mengganggap Kosovo sebagai 

provinsi di dalam Negara Serbia.  

Latar belakang konflik Serbia - Kosovo adalah konflik berbeda etnis yang 

mendiami Republik Serbia7. Etnis Serbia yang dominan di dalam Republik Serbia 

beragama Kristen Ortodoks, sementara uniknya etnis Albania yang mendiami 

sebagian besar wilayah di daerah otonomi Kosovo beragama Islam. Penduduk 

Kosovo didominasi oleh etnis Albania dengan jumlah 92%, sedangkan etnis 

Serbia hanya 4%, Bosnia dan Goran 2%, Romawi 1% dan Turki 1%8. Konflik 

Kosovo terjadi karena adanya usaha untuk melenyapkan etnis Albania yang 

merupakan etnis minoritas oleh etnis Serbia yang merupakan etnis mayoritas. 

Konflik ini berubah semakin besar ketika pada tahun 1989 terjadi demonstrasi 

besar besaran yang menunjukkan rasa kecewa etnis Albania terhadap 

pemerintahan Serbia. Kosovo merasa otonomi provinsinya banyak dikurangi 

semenjak Serbia dipimpin oleh Slobodan Milosevic9. Slobodan Milosevic yang 

memimpikan sebuah “Serbia Raya”, dan karena etnis Albania merupakan etnis 

minoritas dengan latar belakang mayoritas beragama Islam ingin memisahkan diri 

dengan etnis Serbia yang mayoritas dengan latar belakang mayoritas beragama 

Katolik. Serbia mengesahkan undang undang dasar pada Maret 1989 yang 

menyatakan bahwa otonomi Kosovo berada di bawah pengawasan pemerintah 

                                                             
6 Yugoslavia merupakan satuan negara yang terbagi menjadi 6 republik, Slovenia, Kroasia, 
Serbia, Montenegro, Bosnia Herzegovina, Macadonia hingga 1991 
7 American Foreign Policy, Annual Edition 01/02 hal. 52 
8 Florian Bieber dan Zidas Daskalovski, 2005. Understanding the War in Kosovo. Franks Cass 
Publishers. London hal 183 
9 http://www.digilib.ui.ac.id/file?file=digital/123644-PK%20VI%20633.8274-
kemerdekaan%20negara-Analisis.pdf. Diakses pada 6 Desember 2016 

http://www.digilib.ui.ac.id/file?file=digital/123644-PK%20VI%20633.8274-kemerdekaan%20negara-Analisis.pdf
http://www.digilib.ui.ac.id/file?file=digital/123644-PK%20VI%20633.8274-kemerdekaan%20negara-Analisis.pdf


republik Serbia. Akibat dari pengesahan kebijakan tersebut menimbulkan banyak 

korban berjatuhan baik dari etnis Albania maupun militer Serbia. Dan akibat 

konflik yang menimbulkan banyak korban tersebut akhirnya Serbia di bawah 

pemerintahan Slobodan Milosevic menangkap militan Albania pada bulan 

Februari 1990. 

Konflik etnis sebenarnya telah berlangsung lama sejak pemerintahan Josip 

Broz Tito. Krisis etnis Kosovo ini merupakan konflik etnik yang paling krusial 

bagi stabilitas Yugoslavia. Berbagai aksi demonstrasi terjadi yang menyebabkan 

bentrokan antara etnis Albania dengan aparat keamanan. Sebelumnya pada tahun 

1982 ketegangan dan kerusuhan telah meluas ke wilayah Montenegro dan 

Macadonia.  

Milosevic berhasil melenyapkan sisa sisa gerakan separatis Kosovo pada 

tahun 1990. Selain itu, tersingkirnya penduduk etnis Albania karena pendudukan 

Serbia membubarkan semua sekolah sekolah yang menggunakan bahasa Albania. 

Usaha Serbia dalam  merubah  konstitusi konstitusi ini semakin membuat resah 

Kosovo. Jelas bahwa perubahan konstitusi dilakukan oleh Serbia untuk 

memberikan wewenang lebih besar terhadap pemerintah pusat yang akan 

mengurangi kebebasan pada republik republiknya termasuk terhadap Kosovo. 

Etnis Albania yang berada di Kosovo tidak setuju dengan disahkannya 

undang undang yang menyatakan otonomi Kosovo berada di bawah pengawasan 

pemerintah republik Serbia. Hal ini memicu kemarahan etnis Albania di Kosovo 

yang akhirnya membentuk gerakan nasinalis Kosovo Liberation Army (KLA) 



yang menginginkan kemerdekaan bagi Kosovo10. Dengan adanya keinginan etnis 

Albania ini untuk merdeka semakin menimbulkan aksi agresif Slobodan 

Milosevic untuk menumpas etnis Albania di Kosovo. Milosevic berusaha 

membasmi seluruh akar akar gerakan, salah satunya Tentara Pembebasan Kosovo 

atau Kosovo Liberation Army (KLA). Akibat peperangan itu banyak korban sipil 

yang tewas akibat perang antara tentara Serbia dan KLA.  

Penumpasan etnis Albania dan kelompok separatis di Kosovo oleh tentara 

Serbia dibawah pimpinan Slobodan Milosevic mendapatkan aksi protes dari 

berbagai pihak, salah satunya yaitu Amerika Serikat dan Negara negara Pakta 

Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Amerika Serikat beserta NATO mengancam 

Slobodan Milosevic untuk menghentikan aksi penumpasan etnis Albania, namun 

ternyata ancaman tersebut tidak dihiraukan oleh Slobodan Milosevic. Hal ini 

memaksa Amerika Serikat dan NATO melakukan invasi ke Serbia untuk 

menyelamatkan etnis Albania dari penumpasan oleh tentara tentara Serbia. 

NATO juga telah mengultimatum Slobodan Milosevic jika tidak ingin 

melakukan perdamaian, yaitu wilayah Serbia akan diserang oleh NATO. Namun 

Milosevic tidak menghiraukan ultimatum tersebut. Sebelumnya pada Januari 1999 

konferensi perdamaian diadakan di Ramboilluet, Paris11. Konferensi tersebut 

membahas tentang negosiasi untuk mengakhiri peperangan. Namun Milosevic 

pada saat itu menolak untuk menandatangani perjanjian tersebut. Slobodan 

Milosevic masih bersikukuh menumpas gerilyawan separatis dan mengusir etnis 

Albania. Hal ini mengakibatkan pengungsi membanjiri Negara negara di sekitar 

                                                             
10 http://www.cnn.com/SPECIALS/1998/10/kosovo/timeline/. “Focus on Kosovo: A 
timeline of tensions” Diakses pada 6 Desember 2016 
11 Analitycal journal: New Security Challenges for the Western Balkans. Vol 2. 2009 hal. 53 

http://www.cnn.com/SPECIALS/1998/10/kosovo/timeline/


Yugoslavia. Akhirnya pada 24 Maret 1999 Operasi Kekuatan Gabungan NATO 

mulai dilancarkan. Dalam penyerbuannya ini NATO dengan bantuan Amerika 

Serikat mengerahkan seluruh kekuatan persenjataannya termasuk rudal dan 

persenjataan berteknologi tinggi dan kekuatan udara seperti pesawat tempur. 

Pasca operasi kekuatan gabungan yang dilakukan NATO kepada Serbia membuat 

Slobodan Milosevic cukup berada dalam banyak tekanan yang membuat 

Milosevic setuju untuk menandatangani resolusi yang ditawarkan dewan 

keamanan PBB12. 

Pasca pemukulan mundur pasukan Serbia dari Kosovo pada tahun 1999 oleh 

pasukan  NATO, PBB membentuk UNMIK (United Nations Interim 

Administration for Kosovo) yang dibentuk pada 10 Juni 1999 dengan 

mengeluarkan resolusi 1244 yang bertujuan untuk memulihkan kondisi Kosovo 

pasca perang13. Upaya Serbia dalam menggagalkan kemerdekaan Kosovo pada 

saat itu telah dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya Serbia aktif 

meyakinkan negara negara lain dengan berbagai argumen untuk tidak mengakui 

kemerdekaan Kosovo.  

Dalam kasus konflik di Kosovo ini awalnya merupakan konflik dalam negri 

yang terjadi antara Serbia dengan Kosovo yang ingin memisahkan diri dari Serbia. 

Serbia dan Kosovo yang berada di wilayah eks Yugoslavia menjadi daya tarik 

bagi Amerika Serikat dalam keterlibatannya pada konflik yang terjadi di wilayah 

tersebut. Sebelumnya, hubungan Amerika Serikat dengan Yugoslavia hanya 

                                                             
12 Analitycal journal: New Security Challenges for the Western Balkans. Vol 2. 2009 hal. 54 
13 http://www.nato.int/Kosovo/docu/u990610a.htm. NATO & Kosovo : UN Resolution 1244 
(1999) – 10 June 1999 (daring), 

http://www.nato.int/kosovo/docu/u990610a.htm


sebatas menjalin hubungan diplomatik saja. Tidak ada kerjasama khusus atau 

menjalin hubungan secara intens. 

Telah banyak bantuan yang diberikan Amerika Serikat demi terwujudnya 

kemerdekaan Kosovo. Diantaranya Amerika Serikat menjadi mediator demi 

menjembatani perdamaian dalam konflik etnis Serbia – Kosovo, Amerika Serikat 

juga telah mengadakan konferensi dalam konflik ini namun tetap menghasilkan 

jalan buntu, selanjutnya Amerika Serikat mengerahkan badan NGO nya, yaitu 

USAID (United States Agency for Internastional Development) untuk 

memberikan bantuan kepada wilayah Kosovo yang masih berlangsung hingga 

pasca kemerdekaan Kosovo. 

Intervensi yang dilakukan Amerika Serikat ini didasari atas dasar 

kemanusiaan yang merampas hak asasi etnis Albania dalam ethnic cleansing yang 

dilakukan oleh Serbia. Namun keterlibatan Amerika Serikat yang berada jauh dari 

wilayah Kosovo, tentu saja menimbulkan pertanyaan tersendiri karena faktor 

faktor yang ada dalam konflik ini tidak berhubungan langsung dengan Amerika 

Serikat, baik seperti hubungan Amerika Serikat sendiri dengan negara pendahulu 

Kosovo, yaitu Yugoslavia. 

 

 

 

 

 



Rumusan  Masalah 

 

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, dapat ditarik rumusan masalah 

sebagai berikut : ‘Mengapa Amerika Serikat melakukan intervensi dalam konflik 

etnis di  Kosovo?’ 

 

 

Kerangka Pemikiran 

 

Dalam menganalisa sebuah kasus digunakan teori yaitu sebuah bentuk 

penjelasan paling umum yang memberitahukan mengapa sesuatu dapat terjadi dan 

kapan sesuatu tersebut dapat diduga akan terjadi. Teori adalah penggabungan 

serangkaian konsep menjadi satu kesatuan penjelasan yang menunjukan 

bagaimana konsep konsep ini secara logis saling berhubungan. Dalam 

menganalisa kasus kepentingan Amerika Serikat dalam konflik Kosovo penulis 

menggunakan konsep National Interest dan  foreign policy. Kebijakan politik luar 

negeri dalam hal ini digunakan untuk menganalisa kepentingan nasional suatu 

negara, yaitu Amerika Serikat. 

A. Politik Luar Negeri 

Untuk membahas kebijakan politik luar negeri sebagai refleksi dari 

kepentingan nasional suatu negara yang dibuat oleh para pembuat keputusan, 

dalam buku  william D. Coplin terdapat beberapa pengertian tentang politik luar 

negeri. Politik luar negeri didefinisikan sebagai keputusan yang bersifat krisis, 



yaitu merupakan keputusan yang bersifat krisis bisa berdampak luas terhadap 

kebijakan umum sebuah negara14. Secara sederhana pengertian politik luar negeri 

adalah cara negara dalam berinteraksi dengan negara lain untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. Jadi politik luar negeri yang dijalankan oleh setiap negara pada 

dasarnya merupakan suatu komitmen berupa strategi dasar dalam mencapai tujuan 

dan kepentingan nasionalnya. Kebijakan politik luar negeri adalah segala tindakan 

suatu pemerintah terhadap negara lain dalam politik internasional, dengan di 

dasarkan pada serangkaian asumsi dan tujuan tertentu, serta dimaksudkan untuk 

menjamin keamanan nasional. Kebijakan politik luar negeri dapat dijalankan 

melalui berbagai cara, namun tiga hal yang paling umum adalah perang, 

perdamaian, dan kerjasama ekonomi. Hugh Heglo menyatakan bahwa : 

“kebijakan sebagai “a course of action intended to accomplish some end,” atau 

sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu”15. 

Kebijakan politik luar negeri juga menjadi cerminan dari keinginan dan 

aspirasi seluruh rakyat suatu negara yang harus diperjuangkan pemerintahnya di 

luar negeri. Baik dalam konteks dalam negeri maupun luar negeri serta sekaligus 

sebagai upaya dalam menentukan keterlibatan suatu negara di dalam konstelasi 

politik internasional maupun isu isu intenasional dan lingkungannya.  

Dalam hal ini Amerika Serikat mengeluarkan politik luar negerinya yaitu 

melakukan intervensi  dalam konflik etnis di Kosovo karena Amerika Serikat 

memiliki tujuan / kepentingan dalam konflik etnis Kosovo-Serbia. 

B. Kepentingan Nasional 

                                                             
14 William D. Coplin, pengantar politik internasional, 1992. Hal.  
15 Zainal abidin, edisi revisi, 2004, jakarta 



Sedangkan National Interest adalah kepentingan suatu Negara untuk 

mencapai tujuan tujuan tertentu, seperti kebebasan, kemerdekaan, ataupun 

keamanan. Kepentingan nasional didasari oleh kebutuhan dalam suatu negara 

tersebut yang dibuat oleh para decision making yang merefleksikannya ke dalam 

kebijakan politik luar negeri negara tersebut untuk memperoleh kepentingan 

nasional negaranya. National Interest dihubungkan dengan paham Realis yaitu 

tentang pertahanan Negara, kemakmuran ekonomi, dan kekuasaan politik16. 

Kepentingan nasional sebagai sarana sekaligus tujuan dari tindakan politik 

internasional. Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan 

(membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara ke negara lain). 

Dalam berinteraksi dengan Negara / aktor hubungan internasional lain suatu 

negara harus selalu berlandaskan pada pencapaian kepentingan nasionalnya. 

Kepentingan nasional dirumuskan oleh pemimpin pemimpin negara dan para ahli 

teori politik dan dipatuhi oleh masyarakat karena disangkutkan kepada situasi 

sosial dan mencerminkan adanya nilai, ide kepentingan golongan dan juga 

kepentingan para perumusnya.17 Karena itu kepentingan nasional adalah yang 

paling utama yang mendasari sikap perumusan kebijakan politik luar negeri suatu 

negara. Seperti yang di ungkapkan oleh K.J Holsti bahwa ide kepentingan 

nasional mungkin mengacu pada serangkaian tujuan ideal yang sebenarnya 

                                                             
16 John W. Mountcastle dalam Michael G. Roskin. 1994 National Interest: From Abstraction to 
Strategy. 
17 Sufri Yusuf Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri Jakarta: Dunia Pustaka  hal 77 



diusahakan untuk diwujudkan oleh suatu negara bangsa dalam tindakan luar 

negerinya.18 

Kepentingan nasional merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang 

sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa 

dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan 

ekonomi. 

Terhadap kaitannya dengan keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik 

etnis Kosovo, rumusan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat merupakan 

hasil dari proses politik dalam menyikapi fenomena konflik etnis yang terjadi di 

Kosovo yang dapat memenuhi kepentingan nasionalnya. Hasil dari rumusan itulah 

menjadi dasar dari segala tindakan Amerika Serikat terhadap konflik etnis 

Kosovo. Dalam intervensi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Serbia untuk 

menerima status otonomi khusus Kosovo didasarkan atas alasan kemanusiaan. 

Namun secara realis hal tersebut sarat dengan kepentingan Amerika Serikat 

terhadap wilayah Kosovo. Pemahaman secara realis menganggap sulit untuk 

memastikan bahwa intervensi kemanusiaan adalah murni karena alasan 

kemanusiaan yang bebas dari adanya kepentingan tertentu. Sebab, setiap negara 

selalu mendahulukan kepentingan nasionalnya dan segala tindakan negara selalu 

didorong untuk mewujudkan kepentingannya tersebut. Dapat diambil kesimpulan 

bahwa tujuan keterlibatan Amerika Serikat dalam kasus Kosovo didasari oleh 

upaya dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam tindakannya Amerika 

Serikat memiliki kepentingan untuk mendapatkan simpati Negara yang pernah 

                                                             
18 K.J.Holsti Politik Internasional Kerangka Untuk Internasional Terjemahan T.Ashari Erlangga 
hal 138 



masuk dalam  ideologi komunisme ketika pemerintahan Uni Soviet masih 

berlangsung, dengan hal itu Amerika Serikat dapat memperluas wilayah 

pengaruhnya dalam penyebaran ideologinya, yaitu demokrasi. Dalam pergerakan 

Amerika Serikat demi terwujudnya penyebaran demokrasi di wilayah tersebut, 

Amerika Serikat memberikan bantuan kepada wilayah Kosovo. Bantuan yang 

diberikan oleh Amerika Serikat yaitu pelatihan bagi pemerintahan Kosovo agar 

nantinya dapat menjalankan sistem demokrasi dengan baik. Bantuan juga 

diberikan melalui NGO Amerika Serikat yaitu United States Agency for 

International Development (USAID) dengan program Democratic Effective 

Municipalities Initiative Program (DEMI). Di sisi lain, posisi Kosovo yang 

berada ditengah tengah wilayah Republik Federal Yogoslavia juga membuat 

daerah ini memiliki arti khusus bagi Amerika Serikat dalam hal pengawasan 

semenanjung Balkan. Kehadiran pasukan Amerika Serikat dengan memasang 

pasak ditengah tengah Balkan membuat Amerika Serikat memiliki batu loncatan 

untuk mewujudkan kepentingan tersebut karena letak Kosovo yang sangat  

strategis. Kepentingan Amerika Serikat terhadap konflik etnis Kosovo juga 

meliputi kepentingan ekonomi dan jalur minyak. Adapun tujuan ini yaitu untuk 

memuluskan langkah Amerika Serikat dalam menguasai minyak melalui 

pembangunan pipa minyak ke Timur Tengah melalui semenanjung Balkan. 

Amerika Serikat dalam pengawasan jalur pipa ini juga menempatkan pasukan 

tentara Amerika Serikat di Camp Bondsteel, Kosovo. Dengan bantuan yang 

diberikan untuk Kosovo, Amerika Serikat akan mendapatkan simpati dari Negara 



tersebut dan Amerika Serikat akan mendapatkan sahabat baru yang dahulu pernah 

mengganggap Amerika Serikat sebagai musuh utama Negara tersebut. 

Politik luar negeri dipandang sebagai hasil berfikir alternatif yang ada 

dengan keuntungan politik yang akan didapat suatu negara tersebut. Para pembuat 

keputusan juga diasumsikan dapat memperoleh informasi yang cukup banyak 

sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijakan 

yang mungkin dilakukan dan semua sumber sumber yang dapat dipakai untuk 

mencapai tujuan yang mereka terapkan19. Politik luar negeri itu pada dasarnya 

merupakan “action theory”, atau kebijakasanaan suatu negara yang ditujukan ke 

negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara pengertian umum, 

politik luar negeri (foreign policy) merupakan suatu perangkat formula nilai, 

sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan 

kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional20. Dari definisi 

tersebut dapat kita lihat bahwa kepentingan nasional merupakan tujuan utama bagi 

suatu negara dalam menjalankan politik luar negerinya. Adapun pihak yang 

berperan dalam pembuat suatu kebijakan yaitu pemerintah karena pemerintah 

yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, kebijakan luar negeri suatu 

negara menunjukkan dasar dasar umum yang dipakai pemerintah untuk bereaksi 

terhadap lingkungan internasional. Karena kebijakan luar negeri dapat juga di 

artikan sebagai strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat 

keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau hubungan 

internasioanl lainnya. 

                                                             
19  Mohtar Masoed. Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, 1990. hal 276 
20 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. Pengantar Ilmu Hubungan 
Internasional. 2006. hal. 47. 



Terlihat dalam hal ini Kebijakan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, 

dimana tujuan tersebut telah dipilih sebelumnya termasuk cara cara mencapainya. 

Kebijakan itu dibuat oleh pihak tertentu yang memiliki kekuasaan untuk 

melaksanakannya. Sebagaimana konsep kebijakan luar negeri yang di ungkapkan 

oleh Miriam Budiardjo sebagai berikut : “Kebijakan adalah suatu kumpulan apa 

yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok dalam usaha memiliki tujuan, 

kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.”21 

 

 

Hipotesa 

 

Penulis menarik dugaan sementara ( hipotesa ) yaitu : 

Intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam konflik etnis yang 

terjadi antara Kosovo dengan Serbia sangat berkaitan dengan kepentingan 

nasional negara Amerika Serikat yaitu: 

 

1. Untuk memperluas penyebaran demokrasi di Kosovo dan wilayah Balkan 

2. Untuk mengamankan jalur pipa minyak di wilayah Balkan 

 

 

                                                             
21 Meriam Budiardjo Dasar-Dasar Ilmu Politik Jakarta: Gramedia Pustaka Utama  hal 
12 



Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi yang berjudul ‘kepentingan Amerika 

Serikat dalam keterlibatan intervensi kemanusiaan di dalam konflik etnis Kosovo’ 

adalah ; 

a. Mengetahui kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang ditujukan pada 

kasus konflik etnis di Kosovo 

b. Mengetahui Kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam konflik etnis 

Kosovo didasari tujuan dalam mencapai kepentingan nasionalnya 

c. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai perkembangan politik 

internasional 

 

 

Metode Penelitian 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menelaah sejumlah literatur yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, dokumen, artikel 

dalam berbagai media, baik internet maupun surat kabar harian. Dalam penelitian 

ini menggunakan jenis kualitatif. Penelitian ini diperoleh dari data website 

maupun jurnal yang berkaitan dengan judul dalam skripsi ini. Semua data akan 

dicantumkan dalam daftar pustaka. 



 

Jenis Data 

Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh melalui studi literatur. Seperti buku, jurnal, 

artikel, majalah, handbook, situs internet, institut dan lembaga terkait. Adapun 

data yang dibutuhkan adalah data yang berkaitan langsung dengan penelitian 

penulis tentang kepentingan Amerika Serikat dalam intervensi kemanusian pada 

konflik Kosovo. 

 

Teknik Analisa Data 

Adapun dalam menganalisis permasalahan digambarkan berdasarkan fakta 

fakta yang ada, kemudian menghubungkan data tersebut dengan fakta lainnya 

sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat. Dalam penelitian ini bersifat 

eksplanatif yang berguna agar memberikan gambaran serta identifikasi penjabaran 

yang jelas kepada pembaca.  

 

Jangkauan Penelitian 

Sesuai dengan tema dan permasalahan yang telah dirumuskan, pembahasan 

skripsi ini difokuskan pada intervensi kemanusian yang dilakukan Amerika 

Serikat pada konflik etnis Kosovo pada tahun 1999-2008. 

 



 

Sistematika Penulisan 

Rencana penulisan sistematika penelitian : 

BAB I   : Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, hipotesa, 

jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan. 

BAB II  : Bab ini menguraikan politik luar negeri Amerika Serikat, 

mencoba menjelaskan bagaimana Amerika Serikat dalam mengambil sebuah 

kebijakan politik luar negerinya. 

BAB III : Menjelaskan sejarah Kosovo dan latar belakang penyebab 

terjadinya konflik Kosovo, dan keadaan politik dan ekonomi Kosovo. 

BAB IV : Bab ini menguraikan alasan dan latar belakang Amerika Serikat 

dalam intervensi Kosovo serta menguraikan kepentingan Amerika Serikat dalam 

intervensi tersebut. 

BAB V  : Kesimpulan ini berisikan pembuktian dari hipotesa yang diangkat 

dalam skripsi ini yaitu kepentingan Amerika Serikat dalam konflik etnis Kosovo. 

 


